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ABSTRAK 

Kebutuhan akan tempat tinggal yang memenuhi syarat layak huni yang 

disebut rumah dapat dipenuhi dengan mudah pada saat ini. Saat ini harga rumah 

selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga semakin lama seseorang 

membeli rumah maka semakin mahal juga biaya kepentingan yang dibutuhkan 

dan semakin cepat seseorang memiliki rumah  maka akan membantu keuangan di 

masa mendatang. Solusi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan 

kredit untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat. Proses pengalihan hak 

kredit seperti ini banyak dijumpai dalam praktek tanpa sepengetahuan pihak bank. 

Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi debitor penerima pengalihan hak 

kredit baik dari segi kepastian hukum maupun dari kewenangan kepemilikan dari 

pihak penerima pengalihan kredit tersebut karena selama jangka waktu kredit 

berjalan dan belum dilunasi maka pihak debitor penerima pengalihan hak kredit 

tersebut tidak mempunyai kewenangan apapun dengan pihak bank sebagai 

pemberi kredit. Sehingga mengalihkan perumahan tidak sesuai dengan Peraturan 

Menteri Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Rumah Bersubsidi Pasal 74 ayat yang 

mengalihkan rumahnya sebelum lima tahun. Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji 

penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif 

yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji 

berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-

peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah Pelaksanaan perjanjian jual beli rumah 

bersubsidi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Rumah Bersubsidi belum 

dapat dijadikan bukti dan dasar hukum terjadinya pengalihan kredit rumah KPR. 

Hal ini karena Pihak ketiga dalam prakteknya mengalami kesulitan dalam hal 

memperoleh/mengambil sertifikatnya dari Bank. Perlindungan hukum terhadap 

pihak ketiga dalam perjanjian jual beli rumah bersubsidi berdasarkan Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2019 Tentang Rumah Bersubsidi tersebut kurang diatur dengan jelas 

mengenai hak-hak nya. 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Rumah, Bersubsidi;  
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ABSTRAC 

 

The need for a place to live that meets the livable requirements called a 

house can be easily fulfilled at this time. Currently, house prices are always 

increasing every year so that the longer someone buys a house, the more 

expensive the cost of interests needed and the sooner someone owns a house, it 

will help finance in the future. The government's solution is to provide credit to 

provide housing for the community. The process of transferring credit rights like 

this is often found in practice without the knowledge of the bank. This creates new 

problems for the debtor receiving the transfer of credit rights, both in terms of 

legal certainty and from the ownership authority of the recipient of the credit 

transfer, because during the credit period that has not been paid, the debtor 

receiving the transfer of credit rights does not have any authority with the bank. 

as a lender. So transferring housing is not in accordance with Ministerial 

Regulation Number 20/PRT/M/2019 Concerning Subsidized Housing Article 74 

paragraph which transfers the house before five years. This research uses the type 

of normative juridical research, which means that this research is focused on 

examining the applications, principles, or norms in the applicable positive law. 

This type of normative juridical research is carried out by examining various 

formal legal rules such as laws, regulations and literature that contains 

theoretical concepts which are then linked to the problems to be discussed in this 

research. The conclusion obtained is that the implementation of the subsidized 

housing sale and purchase agreement based on the Regulation of the Minister of 

Public Works and Public Housing Number 20/PRT/M/2019 concerning 

Subsidized Housing cannot be used as evidence and a legal basis for the transfer 

of KPR housing loans. This is because in practice third parties experience 

difficulties in obtaining/taking their certificates from the Bank. Legal protection 

for third parties in subsidized housing sale and purchase agreements based on the 

Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 

20/PRT/M/2019 Concerning Subsidized Housing is not clearly regulated 

regarding their rights. 
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